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PUTUSAN
Nomor 2537/Pdt.G/2023/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Mei
1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Tokoh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Kelurahan Wala-Walaya,
Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat;
melawan
XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 16 Februari 1987,
umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta (Sales), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Kelurahan Rappojawa,
Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat- alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Makassar, dengan Nomor 2537/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 12
Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal
18 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1438 H.,

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar,
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sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0152/76/11/2017, tanggal 20 Februari
2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai
6 tahun 9 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami
istri (ba’'da al-dukhul) dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak, yang saat ini
anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang bernama
XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 28 Mei 2017);

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada
bulan Mei 2019 yang disebabkan karena;

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
Tergugat tidak jujur persoalan penghasilan kepada Penggugat;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang dan telah
berlangsung selama 4 tahun 6 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan
tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

7. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
dengan Tergugat;

8. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar
menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap
Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;
Subsider :- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan  Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor
0152/76/11/2017, tanggal 20 Februari 2017, bermaterai cukup dan distempel
Pos, telah dicocokan dengan aslinya , ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yaitu :
Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXX, saksi adalah sepupu Penggugat, telah

memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

> Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;
> Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun, telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian sering muncul
perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak
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memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur
persoalan penghasilan kepada Penggugat;
> Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 4 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama
ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, saksi adalah saudara kandung Penggugat,

telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

> Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;
> Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun, telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian sering muncul

perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur
persoalan penghasilan kepada Penggugat;

> Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama 4 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama

ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena
Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini
tidak layak dimediasi.
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Menimbang, bahwa dari posita gugatan  Penggugat, majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan  Penggugat adalah pada awalnya
Penggugat dan Tergugat rukun- rukun, telah dikaruniai 1 orang anak,
kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur persoalan
penghasilan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama 4 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa
lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang
akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan
Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung
dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal
285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat
dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah
pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-
dalil Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
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saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat
dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim
telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

» Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

» Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun- rukun, telah
dikaruniai 1 orang anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat dan Tergugat tidak jujur persoalan penghasilan kepada
Penggugat, = Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 4 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama ini
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

> Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai
dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah
terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari
keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang
ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana
mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan
terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling
percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama,
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menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi
saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi
suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan
dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai
dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan  (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat
telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga
Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf
(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1
tahun 1974. Hal ini senafas dengan Al-Qur’an, surah Arrum ayat (21) sebagai
berikut:

Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
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ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta
bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan
kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar
daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus
dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah
fighiyah yang berbunyi :

alaoll > Gle o 2do swwlaal &)
Artinya:

Menolak  kemafsadatan lebih  didahulukan daripada  menarik
kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan  Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum
Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab A/ Igna Juz Il halaman 133
sebagai berikut :

c\_.\.l& ‘_9_Ua Lg.?_gJJ 4_7_9)” cu&J ©2-< i | L)|_9
aslls Luolall
Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum
Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk
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Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua)
patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba’in.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh
Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang
dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba’in
shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan
suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup
beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan Verstek atau
tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.
Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap
Penggugat XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah  Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluhribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs.
Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Dra. Hj.
Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Kartini Drs. Abd. Rasyid, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 100.000,00
3. Panggilan Rp 360.000,00
4 PNBP Rp. 20.000,00
5 Redaksi Rp 10.000,00
6 Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 530..000,00
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(lima ratus tiga puluh ribu rupiah )
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